
Menim a n g 

Mengingat 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI J AWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR 10 TAHUN 2023 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPAT N DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUH N YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk mel ksanakan ketentuan Pasal 3 11 Undang­
Undang Jomor 23 Tahun 20 14 ten ta ng Pem erintahan 
Daerah sebagaim a na telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Unda ng Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapa Peraturan Pemerinta h Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Ta hun 2022 tentang Cipta Kerja menjad i Undang­
Undang perlu en etapkan Peraturan Daera h tentang 
Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2024 ; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undan g Dasar Negara Republik 
I d n sia Tah 1945; 

2 . Unda n g-Und g om or 14 Tahun 19 50 tentang 
Pem eritaha n Da erah Kabu paten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Republik In donesia Tahun 
1950) sebagaimana elah diu bah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pem ben tukan Kabupaten 
Purwakarta dan Ka bu paten Suba n g dengan Mengubah 
Unda n g-Un dang Nom or 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik In donesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indon esia Tahun 2004 Nom or 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 
2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

ambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah beberapa k i iu bah terakhir 
d en gan Un d ' n g-Undang Nom or 3 Tah 2 22 tentang 
Perubahan Kedu a Atas Undang-Unda n g No or 2 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan erul .ciang­
Undangan (Lem baran Negara Republik Indonesia Ta hun 
2022 No or 14 , Tambahan Lembaran Negara Rep ublik 
Indonesia N omor 6 801; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Da erah (Lembaran Negara R publik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indon sia Nomor 5587), seba aimana 
e a h beberapa k i d ·ubah a kh ir denga Undang-

Undang No r 6 Tahun 202 tentang P netapan 
e .L rin ta e ndang-T da g Nomor 2 

un 2 2 e tang C ta ja III j a dan -Undang 
(Lem aran Nega a Repub i n ones"a Tahu 202 3 Nomor 
4 , am a an Le aran N g a I donesia 
Nom r 6856); 

8 . Undang-Undang Nomor 1 Tahu 2022 tentang Hu bungan 
u ngan antara Pemerintah sat da n Pem erintahan 

Daer h (Lem ara n Nega ra Re u blik n on sia a un 2022 
om r 4 , amb h a Lem bara n Ne ra Repub1ik ndonesia 
o 0 67 7); 

9 . Pera ran Pem rin tah No or 71 Tahun 20 10 tentang 
Stan d r Akuntan i Pem erin taha n (Lemba ran Negara 
Republi Indone ia Tahun 20 10 N m or 12 , Tambahan 
Le baran ega a Repu lik Indonesia N m 5165); 

10. Perat ran Pemerintah Nom r 2 ah n 2018 tentang 
Stan ar Pelayana- Min i a1 (L mba ran Negara Republik 
In nesia Tahun 2018 .omor 2 , Tambahan Lembaran 
Negara ~ vpub "k Indo lesia _ omor 6178) ; 

11. Peraturan P m er "n ta Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keu n an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6881); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tah 2017 Nomor 36 ; 

16 . P P'd ~ 

2020 tentang Rencana Pembangunan an 
Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (L 
Republik Indonesia Tahun 202 0 Nomor 10); 

mor 18 Tahun 
a Menengah 

b an Negara 

17. Peraturan Presi e Nomor 33 Tahun 2020 ten tal S "andar 
arga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Ta u n 2020 Nomor 57) sebagaima a telah 
diubah dengan Peratura Presiden Nomor 53 Tah u 2023 
tentang Perubahan atas Peratura n Presiden 0 or 33 
Tahun 2020 te tang Standar Harga Sa a n 
(Lembar Negara Repu ik Indonesia ahun 2 2 
112) ; 

. eraturan ent r i ahu n 2019 
te ta n g Si em In 

eg ra Re b'k In 

19. Peraturan egeri 
entang Klasi lka si, 0 en a i, m enklatur 

Pere canaan Pem angunan Keuangan Daer h (Berita 
Negara Republik Indonesia a h u n 201 . omor 1447); 

20. eraturan 1\ e l teri Da a m Ne er' or Ta b un 2020 
tentang do an T knL Peng 10 aan Keuanga n Daerah 
(Berita egara Re ubliIc In on ia Tahu 0 ')0 Nomor 

78 1 ; 

2 1. Peratura n r teri D a m Nege i . m or 81 Tahun 2022 
ten ang Pe m a n n sunan Renc na Kerja Pemerintah 
D erah ahun 20 23 (Berita Negar Repu lik Indonesia 
Tah n 20 22 590); 

2 . Pe atur n Mel te"ri Dalam eger' Nom r 15 Tahun 2023 
t tang Pedo 1 . n Pel yusun an A ggaran Pendapatan dan 
Belanj Dae ah Tah n Anggaran 2024 (Berita Negara 
Republik In ne i Tah n 2023 Nomor 799); 

23. Keputusan Men e ri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi dan N omenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2022 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJP) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2010 Nomor 7); 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 
Tahun 2021 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 

ae a baran erah Kab e Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1) ; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikm laya Nomor 10 
Tah n 2014 tentang Si tem P en canaan Pe bangunan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lemba an Daerah 
Kabupaten Tasi alaya Tahun 2014 Nomor 10); 

29 . Perat an Daer abupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pe bentukan dan Susunan r ngkat 
Daerah di Ling n gan e erintah Kabupaten Tas ikmalaya 
(Lembaran Dae ah Kabupaten Ta 'kmalaya T u 2016 
Nomor 7), sebagaimana te1ah diubah deng n P aturan 
Daera Kabupaten Tasikn alaya N m r 3 T n 2021 
tentang Peruba h a n Kedu a atas Peraturan Daerah 

ten T i m 1 a m 7 Tah n 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Per a erah di 

kungan Pem er' tah Ka b Ta sikmalaya 
e baran ae h aten Ta . Tah n 2021 

Nome ); 

D gan Perse ujuan ersa a 

~TA E 

a 

A 

MEM ' SKAN: 

ERA URAN DAERAH TENTA G AN GA . N PENDAPATAN 
DA BELA JA AERAH T UN NGG RAN 2024. 

Pasa l 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimak ud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pe1aksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip etonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
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5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan 
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau ba. an yang bersifat 
memaksa berda sarkan Undang-Undang, dengan tidak m e da a tkan imbalan 
secara angsu ng dan d iguJ. akan u n tuk keperluan Daera ba gi sebesar­
besarnya emakrn L ran rakyat . 

10. Ke an a n Daerah adalah semua h a k dan kewajiban daerah dal m angka 
n elenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai deng u ang 

te ma suk didalam nya sega a bentuk k kayaan yang berhubungan de ga hak 
dan kewajiban daerah. 

11. Anggaran P ndapatan dan Belanja Daerah yan selanjutnya disin ka t APBD 
adalah re cana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Pe aturan 
Daerah. 

12. Bela ja Daera h adalah sem ua kewajiban Pe erintah Da erah yang diakui 
se bagai pengurang nl al kekayaa be si 1. da a p iode ' nggaran 
berk ~naan. 

13. Pem iay n ala setia aan y 19 Ii an/atau 
pengelu ara ya g kan ite'm kern ai, ggaran 
berkenaan maupu pada ta hun-tahu n anggaran berikutnya. 

14. Pedo a yusu na PB a a h bija se etu njuk dan 
arah bagi pe erintahan daerah dalam penyusunan, pemba a an dan 
penet' pan AP D. 

a sal 

APBD ter iri ata ' p n d patan d erah, bela nja a era , d er biayaan daerah. 
APBD K bu pat n a s ikmal ya 'ahun An ggar n 2024 berjumlah 
Rp3.643.78 .~ 90.86 2 ,00 (tiga rili na r tus e pa t 1 h tiga iliar tujuh 
ratus delapa pulu du a ju at ' h rat s se bi an p I h rib delapan ratus 
enam puluh . ua rupiah) terdi i atas pendapatan daerah, elanj a daerah, dan 
pembiayaan dae a h denga rincian s a g ' berikut : 
a. Pendapatan Da ah Rp3.446 .080.103.47 ,00 
b. Belanja Daerah Rp .64 2.607 .79 .862, 0 

Surplus/ (Defisit) (Rp 196.527.687.389,00 
c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan Rp197 .'702 .687 .389,00 
2. Pengeluaran Rp1.175.000.000,00 

Pembiayaan Neto Rp196.527 .687.389,00 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RpO,OO 

Pasa13 

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3.446.080.103.4 73,00 (tiga triliun 
empat ratus empat puluh enam miliar delapan puluh juta seratus tiga ribu empat 
ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang bersumber dari: 
a. pendapatan asli; 
b. pendapatan transfer; dan 
c. lain-lain pendapatan asH daerah yang sah. 
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Pasal4 

(1) Pendapatan asH daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
direneanakan sebesar Rp380.301.428.979,00 (tiga ratus delapan puluh miliar 
tiga ratus satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh 
puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 
e. Hasil penge 0 aan i pisa an; an 
d. Lain-Iai pe 

(2) Pajak da e a h sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru a ireneanakan 
sebesa r R 07.7 10.575. 00,00 (erat u t ju h m ili"r tuj rat s s uluhjuta 
lima rat ' s tujuh puluh lima ribu rupiah). 

(3) etr' usi daerah sebagaimana dim ak sud pada ayat (1) huruf b dire at akan 
seb sar Rp237.76 7.764. 73,00 (du r tus tiga puluh tujuh miliar tuju h ratus 
enam puluh t juh juta tujuh ratu e am puluh empat ribu tiga ratuc;: tujuh 
puluh tiga piah). 

(4) Ha ~ i1 n gelolaan kekayaan daerah y' ng di pisahkan se a a imana di 
pada a at (1) huruf e direneanakan sebesar Rp26.524.687.846,00 (d 

aksud 
puluh 
puluh m iliar lima ratus dua puluh mpat juta enam ratus delap 

ri u de apan ratus empat puluh enam rupiah). 
(5) Lain-lain ndapatan Ii da ah ang sa 

(1) h direneana R 8 .2 
ila uluh at 

piah). 

Pasal 5 

a dim'"' su 
, 0 (de a 

u ribu tuj 

p da ayat 
miliar dua 
a t s enam 

( 1) Penda p tan transfer ebagaiman dimaksu dalam P sal huruf b 
direnea n an e esar Rp3. 59 .759.174. 94, (tiga triliun lim a puluh 
sembila n m irar tujuh a u s ima pul h . m b'lan juta seratus tuj u h puluh 
empat ri u em p t ra tus em 'Ian ul h en pat rupia ), y g terd' ri a tas: 
a. Pen pa tan tran er mer' tah pu at; an 
b. Pend' pa tan t an sfer ta r da a . 

(2) Pendapat n ra sfe pemerinta pusa t se ag 'mana dim aks d pada ayat (1) 
huruf a di ne ak sbesa r Rp2 .850.31 .361.2 4,0 (dua riliun de1apan 
ratus lima pu u h iliar tiga rat us tujuh be1as juta tiga r tus nam puluh satu 
ribu dua ratus s mbi a n pu uh eI pat r upiah . 

(3) Pendapatan transfer a tar d aerah se agaima a dim ksud pada ayat (1) huruf 
b direneanakan sebesar '- 209. 41.81 .200,0 (dua ratus sembilan miliar 
empat ratus empat puluh satu 'uta del an ratus tiga belas ribu dua ratus 
rupiah). 

Pasal6 

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf e direneanakan sebesar Rp6.019 .500.000,00 (enam miliar sembilan 
belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pendapatan hibah; 
b. Dana darurat;dan 
e. Lain-lain pendapatan sesual dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 
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(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp6.019.500.000,00 (enam miliar sembilan be1as juta 
lima ratus ribu rupiah). 

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf b tidak 
direncanakan. 

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak direncanakan. 

P - 7 

Anggaran elan'a daera~ Ta ~un Angga an 2024 direnc n akan sebesar 
Rp3.642.6 7 . 90.862 ,00 tiga triliu enam rat s empa t puluh du m i iar enam 
ratus tuju h juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enar pul h dua 
rupi ), yang terdiri atas: 
a. Bela nja operasional; 
b. Bela nja modal; 
c. Bela ja tidak terduga; dan 
d. Bela ja transfer. 

Pasa18 

(1) Ang a r n belanja operasional seb r aimana dimaksud dalam Pasa l 7 huruf a 
diren a an sebes R 2 _ . 12, 3 52 . 3 ,00 (d a tri iu e a m ratus 
emp t uh satu mi 'a atus d a be a . It ga ratus - a pu luh dua 
ribu tuju rat s tu'u h p luh tiga rupi r h), ya - i atas: 
a. Belanja pegawai; 
b. Bela nj ara g a . a sa; 
c. Belanja bunaa ; 
d. Bel nja subsidi; 
e. Bela nja hibah; dan 
f. Bela n 'a b n tuan sosial. 

(2) Belanj egawai ebagai an d-m k s d p a yat 1) h d ir ncanakan 
sebesar R .456.6 0 .6 7 .56 ,00 (~atu tril" u n empa atus lim a p -luh enam 
miliar e _ alTI ratu s em pat puluh j ta e m ra tus tiga u luh t j ribu lima 
ratus enam uluh de1apan ru . 

(3) Be1anja ba ang dan jasa s bagaim na d'maksu d pad aya (1) huruf b 
direncanakan seb sar p'770 .912. 36.062,00 (tu'uh rat s t juh puluh miliar 
sembilan ratus a b ias ju ta t 'uh ratus tig pull: h ena m ribu enam puluh 
dua rupiah). 

(4) Be1anja bunga sebagaim n a imaks d p a ayat (1) huruf c tidak 
direncanakan. 

(5) Belanja subsidi sebagaimana di a k sud pada ayat (1) huruf d tidak 
direncanakan. 

(6) Be1anja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 
sebesar Rp409.858.979.143,00 (empat ratus sembilan miliar de1apan ratus 
lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus 
empat puluh tiga rupiah). 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta 
rupiah). 
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Pasal9 

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 
direncanakan sebesar Rp307.139.989 .963,00 (tiga ratus tujuh miliar seratus tiga 
puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus 
enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: 
a. Be1anja modal tanah; 
b. Belanja modal peralatan dan mesin; 
c. Belanja modal ge ung dan angunan; 
d. Be1anja moda j al , j a . olga , . . g 
e. Belanja m d al a set tetap lainnya; dan 
f. Belanja od aset lainya. 

Pa 1 10 

Angga r be1anja ti ak terdu seba ';mana dimaksud dalam Pasal 7 h ruf c 
direnc n kan sebesar Rp30.000.000.00 0 ,00 (tiga puluh miliar rupi 1.), yang 
terdiri tas bela ja tidak terduga. 

Pa a l II 

(1) Anggar n belan ' a transfer se bagaim ana d imaksud dala m Pasal 7 uruf d 
diren ca akan sebesar Rp664.155 . 4 8 .126,00 (enam ratus enam pu l h empat 
milia . ser u s lima p h li_ a ju ta empa a.tus e p a pu u de1a pan ribu 
seratus d ' a puluh en am 1 'ah), yan g terd i s : 
a. Belanj. ba gi has il; dan 
b. Bela nja bantuan keuangan. 

(2) Be1anja bagi a. 'il se agaimana 'm a k a a ay hu re canakan 
sebe a r RpI4.1 33.579. 12 6 , (empat be1as ilia eratus t iga pulu h tiga juta 
lima r atus tuju h pulu embilan ri u seratu s d a puluh e a m rupia ). 

(3) Be1anj a aI tu a euru gan a im dimak u d da. ayat (1) huruf b 
diren an ak n sebe a r 6 9 .000, 0 (enarn ratus i a u luh miliar 
dua pu Iuh sa t u 'u ta dela a n a t enam p u h sem iI' 'b rupi h). 

Pa sal12 

Anggaran pe bia an aera h Tahun n ggaran 2024 iren canak n sebesar Rp 
196.527.687.38,0 (seratus sem 'lan p lu enam m iliar r a r tus dua puluh 
tujuh juta enam atu de pan pu lu h tuju ribu tiga rat s de1apan puluh 
sembilan rupiah), yan g terd ' . atas: 
a. Penerimaan pembiayaa ; dan 
b. Penge1uaran pembiayaan. 

Pas ' 3 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf a direncanakan sebesar RpI97.702.687.389 ,OO (seratus sembilan 
puluh tujuh miliar tujuh ratus dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu 
tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tah un anggaran sebelumnya; 
b. Pencairan dana cadangan; 
c. HasH penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d . Penerimaan pinjaman daerah; 
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 
f. Penerimaan pembiayaan Iainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a t idak direncanakan sebesar Rp 
137.702.687.389,00 (seratus tiga pu luh tujuh miliar tujuh ratus dua juta 
enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan 
rupiah) . 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) 

(4) Hasil penjualan aera yang dipisa kan se agaimana dimaksud 
pada ayat (1 u e~H.''''''~~'''''n. ..... ~~ 

(5) Penerima a n ·njaman daerah sebagaimana dimaksud pad ay (1) huruf d 
tidak i en canakan. 

(6) Pe erim an kembali pemberian InJaman daerah sebagaiman d i aksud 
p da ayat (1) huruf e tidak direncana a n . 

(7) P nerimaan pembiayaan inny' 
peru n ang-un dangan sebagaiman 
dir ncanaka n. 

sesuai dengan ketentuan pera turan 
i aksud pada ayat (1) hunlf f tidak 

Pa al 14 

(1) Ang a r' n pengeluaran pem biayaa sebagaimana dima sud dala Pasal 12 
huru b diren anakan sebesar Rpl. 7 .000.000,00 (satu miliar sera t s tujuh 
puluh Ii a juta pia h) , yang erd ·ri a ta 
a. Pe be tu a 
b. Penyer a a a l daerah; 
c. Pe bayaran ci i an po k utang ya g jatuh te po; 
d. Pe berian pi jaman aera ; an 
e. Pen geluaran embiay a lainnya sesu . d n gan ketentuan peraturan 

perundang-u n dang 

(2) Pemben t a r ca d nga ' bagai a dim a ksud pada ayat (1 ) huruf a 
tidak d irenca · aka . 

(3) Penyerta' n m odal a ra im a ksud p a aya t (1 ) huruf b 
direncan an ebesar p .17 .00 .0 0,0 (sa tu mili serat s t t.: juh puluh 
lima jut rupiah d ialoka si an ke ada BPR Cipatujah J abar er. umber dari 
hibah Up n d Pusat. 

(4) Pembayara cic ·Ian p kok ut g ya g j uh tem po se a gai ana dimaksud 
pada ayat (1) h ruf tidak d iren ca n akan . 

(5) Pemberian pinjam da ah ebaga imana dima sud pada ayat (1) huruf d 
tidak direncanakan. 

(6) Pengeluaran pembiayaan n ny s sua dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dim a ksud pada ayat (1) huruf e tidak 
direncanakan. 

Pasal15 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 
mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp196.527.687.389,00 (seratus 
sembilan puluh enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus 
delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) . 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 
pengeluaran pembiayaan direncan akan sebesar RpI96.527 .687.389,00 
(seratus sembilan puluh enam m iliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam 
ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah). 
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Pasal 16 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah 
Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang be1um tersedia anggarannya 
dan/atau penge1uaran melebihi pa gu yang ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024, dengan cara terlebih dahulu me1akukan 
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten 
Tasikmalaya, dan pember itahuan kepa a impinan DPRD se1anjutnya 
disampaikan al Lap a R . . gg a ( ). 

(2) Keadaan d a ru at sebagaimana dima ksud pada ayat (1) me lip ti: 
a. Ben ca n a alam, bencana n on-alam, enca a 0 ia l d" n /ata 1 k e ' dian luar 

bia sa ; 
b . Pe k sanaan operasi pencarian an pertolongan; danl atau 
c . Kerusakan sarana l pra arana y n g dapat mengganggu kegiatan p la anan 

u lik. 
(3) Ke er an m endesak sebagaimana dim aksud p da ayat (1) meliputi: 

a. K b tu an daerah dalam rangk pelayanan das masyarak t yang 
a ggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. B la ja dae a yang bersifat me ; gi at da b lanja ya g ersifat waj ib; 
c. Pe ge ' yang a d' ke . m eri t h Da e ah dan 

ti ak apat i re iks ikan se e U .I.nya, ser a amana pera 
u n da n . l a ta 

d. Pen gel r a era n ~ a n g ~ a akan m en imbulkan 
dan l atau m a sy rakat. ke gia n yang Ie b ih be ar agi Pem erin ta 

Pasal 17 

Uraian 1 bih lanju t Anggara n Pendapat 11. dan Be anja Daerah Tahun nggaran 
2024 seb g 'mana dim aks d dal . asa 2, tercantum a am ampiran yang 
merupak n bagian tidak terpisah a n da ri Pera t ran Daer h ini y g terd iri dari: 
a. Lampira n I ingka san A D Y ng Dik a s ifikasi 1 nurut Ke 0 pok dan 

b. Lampira II 

c. Lampiran I 

J eni en apa ta n, e anja, d n e i yaan; 
in gk asa A y g D'klasifika si Me rut Urusan 

Pem erintahan Daer h dan Or an' sasi; 
Rin cian AP D me rut Urusan Pem erin tahan Daerah, 
o ganisa si, Progr m, Kegi an, Sub Kegiat n , elompok, Jenis 

nda pata , Bela nja, dan Pem biayaan; 
d. Lampiran IV Reka p itula i lanja Menur ut U san merintahan Daerah, 

e. Lampiran V 

f. Lampiran VI 
g. Lampiran VII 
h. Lampiran VIII 

Organisa " Program, Kegiata Bese a Hasil dan Sub 
Kegiatan Bese ta Ke uar n; 
Rekapitulasi Be nja Daerah Untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan emerintah Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; 
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD 
dan PPAS dengan Rancangan APBD; 

1. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program 

j. Lampiran X 
k. Lampiran XI 
1. Lampiran XII 

Prioritas Daerah; 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 
Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah 
Lainnya; 
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m.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 
Daerah dan Aset Lain-Lain; 

n. Lampiran XIV 
o. Lampiran XV 

Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years); 
Daftar Dana Cadangan; dan 

p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasa1 18 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 19 

Per tura daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, m emerintahkan pengundangan Per uran 
Daer ini den gan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kab paten 
Tasikm alaya. 

i Singaparna 
9 Desem er 2 23 

DAERAH 

Diteta pkan di Singaparna 
pada tC\fl;ggal, 22 Des ember 2023 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 10 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI 
JAWA BARAT NOMOR 10/305/2023 


